
B U P A T !  M U N A
PERATURAN BUPAT! MUNA 

NOMOR /7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMtUHAN, PENCALONAN, 
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN SERTA PENYELESA!AN SENGKETA

PEMtUHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPAT! MUNA

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2012 tentang Desa, maka satah satu materi 
muatan yang diatur datam peraturan daerah dimaksud 
adatah Tata Cara Pemitihan, Pencaionan, Pengangkatan, 
dan Petantikan Kepata Desa, yang pertu ditindak tanjuti 
dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, diatas maka
pertu membentuk peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk 
Petaksanaan Tata Cara Pemitihan, Pencaionan, 
Pengangkatan, dan Petantikan Kepata Desa;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat tt di Sulawesi 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437 sebagaimana tetah 
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 
2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Nomor 4439);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengetotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik



tndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan 
Pemerintahan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Oesa (Lembaran Negara Repubtik tndonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Nomor 4588);

9. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 
tentang Petunjuk Petaksanaan dan Penyesuaian 
Peristitahan datam Peyetenggaraan Pemerintahan Desa dan 
Keturahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan Daerah 
Sebagaimana tetaj diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Datam negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Datam negeri Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengetotaan Keuangan 
Daerah;

12. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Desa

M E M U T U S K A N

Menetapkan . PERATURAN BUPAT! TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
TATA CARA PEMtUHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PELANT!KAN KEPALA DESA SERTA PENYELESAtAN
SENGKETA PEM!L!HAN.

BAB !
KETENTUAN UMUM 

Pasa! 1

Datam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adatah Kabupaten Muna.
b. Pemerintah Daerah adatah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur 

Penyetenggara Pemerintahan Daerah.
c. Bupati adatah Bupati Muna.
d. BPMPD adatah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Muna.
e. Desa adatah Kesatuan Masyarakat hukum yang memitiki batas-batas Witayah 

yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat 
setempat, berdasarkan asat usut dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik indonesia.



f. Pemerintahan Desa adatah Penyetenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa datam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asat usut dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan^dihormati datam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Repubtik tndonesia.

g. Pemerintahan Desa adatah Kepata Desa dan perangkat Desa sebagai unsur 
penyetenggara Pemerintah Desa.

h. Badan Permusyawaratan Desa setanjutnya disingkat BPD, adalah tembaga 
yang merupakan Perwujudan Demokrasi datam Penyetenggaraan 
Pemerintahan Desa, sebagai unsur Penyetenggara Pemerintahan Desa.

i. Lembaga Kemasyarakatan adatah Lembaga yang dibentuk oteh Masyarakat 
sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa datam 
memberdayakan Masyarakat.

j. Perangkat Desa adatah atat ketengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa, Kepata-kepata urusan dan kepata-kepata Dusun, 

k. Camat adatah Kepata Kecamatan setempat,
t. Kecamatan adatah Witayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah,
m. Panitia Pemitihan adatah Panitia Pemitihan Kepata Desa,
n. Pemitih adatah Penduduk Desa yang bersangkutan dan tetah memenuhi

Persyaratan untuk menggunakan hak pitihnya.
o. Bakat Caton adatah warga masyarakat setempat yang berdasarkan penjaringan

oteh Panitia Pemitihan ditetapkan sebagai bakat caton Kepata Desa, 
p. Caton adalah calon Kepata Desa yang telah memenuhi persyaratan

Administrasi dan tetah ditetapkan oteh panitia Pemitihan. 
q. Penjaringan adatah suatu upaya yang ditakukan oteh Panitia Pemitihan untuk

mendapatkan bakat caton dari warga masyarakat setempat, 
r. Penyaringan adatah seteksi yang ditakukan oteh Panitia Pemitihan terhadap

Bakat Caton Kepata Desa untuk menjadi caton Kepata Desa sesuai persyaratan, 
s. Hak pitih adatah hak yang dimitiki Pemitih untuk menentukan pitihannya.

B A B !!
PANtTtA PEMtUHAN, PENCALONAN KEPALA DESA DAN PEM!L!H

Bagian Kesatu 
Panitia Pemitihan

Pasat 2
(1) BPD memberitahukan secara tertutis kepada Kepata Desa mengenai akan 

berakhirnya masa jabatan Kepata Desa secara tertutis 6 (enam) butan 
sebetum berakhirnya masa jabatan dan membentuk Panitia Pemitihan pating 
tama 4 ( empat) butan sebetum berakhirnya masa jabatan Kepata Desa.

(2) Panitia Pemitihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan 
keputusan BPD yang keanggotaannya berjumtah 7 (tujuh) orang dengan 
perincian sebagai berikut:
a. 2 orang dari unsur tokoh masyarakat.
b. Sekretaris Desa atau satah seorang Perangkat Desa sebagai Sekretaris 

Panitia.
c. 2 orang dari unsur lembaga kemasyarakatan.
d. 2 orang dari perangkat Desa.

(3) Panitia Pemitihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas 
sebagai berikut:
a. Menetapkan tata tertib Pemitihan Kepata Desa.
b. Menyetenggarakan Administrasi Pemitihan Kepata Desa.
c. Menetapkan Jadwat waktu/ tahapan pemitihan Kepata Desa.
d. Metaksanakan pendaftaran pemitih dan setanjutnya disahkan oteh BPD.
e. Menerima pendaftaran Bakat Caton Kepata Desa di sekretariat panitia 

atau di tempat tain yang ditentukan oteh panitia.
f. Menerima ketengkapan administrasi dan metaksanakan penyaringan 

Bakal Calon Kepala Desa.



g. Membuat dan mengajukan rancangan biaya pemitihan Kepata Desa 
kepada Pemerintah Desa dan BPD.

h. Metaksanakan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara.
i. Membuat berita acara dan ^eturuh ketengkapan hasit Pemitihan Kepata 

Desa yang diketahui oteh pimpinan BPD.
(4) Penentuan ketua panitia pemMhan Kepata Desa ditakukan metatui 

musyawarah panitia.
(5) Apabita musyawarah panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dapat 

mengambi! keputusan, maka penentuan ketua Panitia Pemitihan ditakukan 
metatui pemungutan suara.

Bagian Kedua 
Pencaionan Kepata Desa

Pasat 3
Apabita ada diantara anggota panitia yang mencatonkan diri atau dicatonkan oteh 
masyarakat menjadi caton Kepata Desa maka yang bersangkutan harus 
mengundurkan diri dari kepanitian dan digantikan oteh Anggota masyarakat tainnya 
yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasat 4
(1) Masyarakat atau seketompok masyarakat diberikan kesempatan yang setuas- 

tuasnya untuk mendaftarkan caton kepata desa yang dianggap cakap dan 
mampu kepada panitia.

(2) Pendaftaran Bakat caton Kepata Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat 
ditaksanakan sendiri oteh yang bersangkutan atau dapat diwakitkan pada orang !ain

Pasat 5
(1) Panitia pemitihan setetah menerima baka! caion Kepata Desa segera 

metaksanakan penyaringan / seteksi sesuai dengan ketentuan yang bertaku.
(2) Penyaringan caton ditakukan datam rapat panitia yang dipimpin oteh ketua 

panitia.
(3) Penyaringan caton sebagaimana dimaksud ayat (1) petaksanaannya didasarkan 

pada nama-nama bakat caton yang tetah memenuhi syarat dan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang caton.

(4) Datam metaksanakan penyaringan caton Kepata Desa panitia harus dengan 
sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

(5) Caton yang berhak dipitih ditetapkan oteh panitia yang dituangkan datam 
keputusan Panitia Pemitihan.

(6) Keputusan Panttta Pemitihan sebagaimana dimaksud ayat 4 disampaikan 
kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasat 6
(1) Yang dapat dicatonkan menjadi Kepata Desa adatah penduduk Desa dan atau 

Putra Desa yang bertempat tinggat dituar desa, Warga Negara tndonesia dengan 
Syarat-syarat:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat pada Pancasita dan Undang-undang Dasar 1945.
c. Tidak pernah tertibat tangsung atau tidak tangsung datam kegiatan yang 

menghianati Pancasita dan Undang-undang Dasar 1945, G. 30. S / PK) dan 
atau kegiatan organisasi tainnya.

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekotah Lanjutan Tingkat Pertama 
( S LT P ) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.

e. Berumur sekurang-kurangnya 25 dan setinggi-tingginya 65 tahun.
f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
h. Berketakuan Baik.
i. Tidak pernah dihukum penjara karena metakukan tindak pidana dengan



ancaman hukuman diatas 5 tahun, 
j. Tidak dicabut hak pitihnya berdasarkan Keputusan Pengaditan yang tetah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
k. Mengenat Daerahnya dan̂  dikenat oteh masyarakat Desa yang 

bersangkutan, 
t. Bersedia dicatonkan menjadi caton Kepata Desa.
m. Betum pernah menjabat sebagai kepata desa pating tama 10 (seputuh) 

tahun atau dua kati masa jabatan datam desa yang bersangkutan..
(2) Penduduk Desa sebagaimana ayat (1) adatah penduduk yang berdomisiti datam 

desa yang bersangkutan dan atau putra desa yang berdomisiti dituar desa;
(3) Putra desa sebagaimana ayat (2) adatah penduduk yang tahir dan atau orang 

tuanya menetap datam desa yang bersangkutan.
(4) Bagi kepata desa yang pernah menjabat 10 (seputuh) tahun atau dua kati masa 

jabatan datam desa yang bersangkutan dapat mencatonkan diri pada desa yang 
tain.

Pasa! 7
(1) Sebagai seorang yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

maka caton Kepata Desa adatah :
a. Bukan sebagai pencandu narkoba, atkohot/minuman keras yang dibuktikan 

dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
b. Bukan sebagai penjudi yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat 

penegak hukum;
c. Bagi kepata desa yang berpotigami harus mendapatkan izin/persetujuan dari 

isteri-isterinya;
d. Potigami sebagaimana huruf c, adatah mereka yang metakukan perkawinan 

kedua dan seterusnya harus mendapatkan izin/persetujuan dari isteri 
pertama / dan atau isteri - isteri yang tain;

e. Tidak metakukan perbuatan yang metanggar norma agama dan norma 
kesusitaan, adat istiadat yang bertaku datam kehidupan masyarakat desa 
setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat.

(2) Sebagai seorang caton Kepata Desa yang menjadi panutan masyakat Desa, 
ditarang menyebarkan faham dan ideotogi yang bertentangan dengan Pancasita 
dan Undang-undang Dasar 1945 dan segata usaha yang mengancam persatuan 
dan kesatuan Bangsa dan keutuhan Negara Repubtik tndonesia.

Pasa! 8
(1) Pegawai Negeri Sipit yang mencatonkan diri atau dicatonkan oleh penduduk Desa yang 

bersangkutan setain harus memenuhi syarat sebagaimana pada pasat 6 dan pasat 7 
Peraturan ini, juga harus mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari yang berwenang 
dan metepaskan tugas/Jabatan di instansi induknya dan atau di bebas tugaskan 
sementara dari Pegawai Negeri Sipit.

(2) Pejabat yang berwenang yang memberikan izin tertutis sebagaimana pada ayat (1) 
adatah :
(a) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Sekretaris Jendral 

Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Pusat.
(b) Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipit dari Pemerintah Provinsi.
(c) Bupati bagi Pegawai Negeri Sipit dari Pemerintah Kabupaten.
(d) Kepata Kantor Witayah Departemen/ Lembaga non Departemen bagi Pegawai 

Negeri Sipit instansi Vertikat.
(3) Apabita tidak mendapatkan izin tertutis dari Pejabat yang berwenang maka yang 

bersangkutan harus bermohon untuk pensiun dari Pegawai Negeri Sipit.
Bagian Ketiga 

Pemi!ih
Pasa) 9

(1) Yang berhak memitih Kepata Desa adatah mereka yang :
a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 

6 (enam) butan dengan tidak teputus-putus yang dibuktikan KTP di desa 
yang bersangkutan.



b. Tetah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah yang dibuktikan dengan 
kartu tanda penduduk.

c. Tidak dicabut hak pitihnya berdasarkan keputusan pengaditan yang tetah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya.

(2) Hasit Pendafataran pemitih ditakukan oteh panitia pemitihan diumumkan kepada 
masyarakat sebagai daftar pemitih sementara untuk mendapatkan ,asukan dari 
masyarakat tentang kemungkinan masih adanya penduduk yang memenuhi 
syarat tetapi betum terdaftar sebagai pemiiih.

(3) Setambat-tambatnya 7 (tujuh) hari setetah diumumkan, Daftar pemitihan 
sementara ditetapkan oteh oteh panitia pemitihan sebagai daftar pemitih tetap 
dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disyahkan.

(4) Penduduk yang tidak terdaftar di datam daftar pemitihan tetap (DPT) tidak 
berhak memitih caton kepata desa.

Pasat 10
(1) Petaksanaan pendaftaran Pemitih sebagaimana di maksud Pasat 9 ayat (3) 

Peraturan ini, ditakukan dengan cara Panitia mendaftarkan semua penduduk 
yang memenuhi syarat.

(2) Setambat-tambatnya 3 (tiga) hari sebetum metaksanakan pendaftaran pemitih, 
panitia pemitihan tertebih dahuiu mengumumkan kapada Masyarakat Desa 
akan adanya Pendaftaran pemitih untuk pemitihan Kepata Desa.

BAB ttt
PEMtUHAN, PERHtTUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON TERPtLtH

Bagian Kesatu 
Pemitihan Caton

Pasat 11
(1) Caton kepata Desa yang memenuhi syarat dipitih tangsung oteh Penduduk 

Desa dari caton yang memenuhi syarat.
(2) Pemitihan Kepata Desa ditaksanakan metatui tahap pencaionan dan pemitihan.
(3) Sebetum metaksanakan pemitihann Kepata Desa tertebih dahutu diadakan 

pembekatan bagi panitia pemitihan yang dipandu oteh Pejabat yang ditunjuk 
oteh bupati untuk menjetaskan beberapa ha) yang berkaitan dengan tekhnis 
petaksanaan Pemitihann Kepata Desa.

Pasat 12
Pemitihan Kepata Desa dihadiri oteh Panitia Pemitihan, para caton, juga dihadiri oteh
Camat atau pejabat tain yang ditunjuk sebagai peninjau.

Pasat 13
(1) Pemitihan Kepata Desa ditaksanakan datam rapat paripurna, pemitihan Kepata 

Desa yang dipimpin oteh Ketua Panitia dengan dihadiri oteh sekurang- 
kurangnya2/3 (dua pertiga) dari jumtah pemitih yang tetah didaftar oteh Panitia 
pemitihan.

(2) Apabita datam pembukaan rapat paripurna Pemitihan caton Kepata Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumtah pemitih betum mencapai quorum 
2/3 (dua pertiga) dari jumtah wajib pitih maka dapat diundurkan pating tama 1 
jam dari waktu yang ditetapkan oteh panitia pemitihan.

(3) Apabita sampai batas waktu pengunduran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 
quorum betum juga tercapai, maka petaksanaan rapat pemitihan Kepata Desa 
diundurkan oteh Pimpinan Rapat setambat-tambatnya 14 (empat betas) hari 
dengan quorum %  (seperdua) atau setengah dari jumtah wajib pitih yang 
terdaftar.

(4) Pengunduran waktu rapat pemitihan Kepata Desa sebagaimana dimaksud ayat
(3) diumumkan datam forum rapat oteh pimpinan rapat dan dituangkan datam 
Berita Acara Penundaan Pemitihan.

Pasa! 14
Panitia Pemitihan dan Caton Kepata Desa mempunyai hak pitih.



Pasa! 15
(1) Pemitihan Kepata Desa ditaksanakan secara tangsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adi).
(2) Pemberian suara ditakukan dengan cara mencobtos nama atau tanda gambar 

Caton Kepata Desa datam bitik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Seorang pemitih hanya memitiki 1 (satu) suara dan hanya dapat memberikan 

suaranya kepada 1 (satu) orang caton kepata desa.
(4) Seorang pemitih yang berhatangan hadir karena suatu atasan, tidak dapat 

diwakiti dengan cara apapun.
Bagian Kedua 

Petaksanaan Pemungutan Suara
Pasa! 16

(1) Untuk ketancaran petaksanaan Pemitihan Kepata Desa Panitia Pemitihan 
menyediakan :
a. Papan tutis yang memuat nama caton yang berhak dipitih.
b. Surat suara yang memuat nama dan tanda gambar caton, bagian

bawahnya ditanda tangani oteh ketua Panitia Pemitihan sebagai surat 
suara yang sah.

c. Sebuah kotak suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan 
kebutuhan.

d. Bitik suara atau tempat khusus untuk tempat pemberian suara.
e. BanlaS dan aSat pencoblosan d)da!am bitik suara.

(2) Bentuk dan modet surat suara sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf b 
pasat ini adatah sebagaimana terdapat datam tampiran 1 Perda.

Pasa! 17
Sebelum metaksanakan pemungutan suara Panitia Pemitihan membuka kotak suara 
dan mempertihatkan kepada para pemitih bahwa kotak suara datam keadaan kosong 
serta menutup kembati, mengunci dan menyeget dengan menggunakan kertas yang 
dibubuhi cap/ stempet Panitia Pemitihan.

Pasat 18
(1) Pemitih yang hadir diberikan surat suara yang tetah ditanda tangani oteh ketua 

panitia metatui pemanggitan berdasarkan urutan daftar nama pemitih.
(2) Setetah menerima surat suara pemitih tertebih dahutu memeriksa surat suara 

tersebut, apabita surat suara tersebut datam keadaan rusak atau tubang, maka 
pemitih berhak meminta surat suara baru setetah mengembatikan surat suara 
yang cacat atau rusak.

Pasa! 19
(1) Pencobtosan surat suara ditakukan datam bitik suara dengan menggunakan atat 

yang disediakan oteh Panitia Pemitihan.
(2) Pemitih yang masuk datam bitik suara adatah pemitih yang akan menggunakan 

hak pitihnya.
(3) Pemitih yang ketiru mencobtos surat suara, dapat meminta surat suara yang 

baru setetah menyerahkan surat suara yang ketiru/rusak kepada panitia 
Pemitihan dan sebanyak-banyaknya hanya satu kati pergantian.

(4) Setetah surat suara dicobtos, pemitih memasukan surat suara kedatam kotak 
suara yang disediakan Panitia Pemitihan datam keadaan tertib.

Pasa! 20
(1) Panitia Pemitihan berkewajiban untuk menjamin agar petaksanaan pemitihan 

Kepata Desa berjatan secara Demokratis, Tertib, Aman, Teratur, Jujur dan Adit.
(2) Pada saat Pemungutan suara diharapkan caton yang berhak dipitih berada di 

tempat yang tetah ditentukan untuk mengikuti Petaksanaan Pemungutan dan 
Perhitungan suara.

(3) Panitia Pemitihan menjaga agar setiap Pemitih hanya metakukan 1 (satu) kali 
pemitihan.



(4) Panitia Pemitihan menyampaikan taporan jatannya pemitihan Kepata Desa 
kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati datam bentuk Berita acara 
Pemitihan Kepata Desa.

Bagian Ketiga 
Perhitungan Suara

Pasa! 21
Setetah semua Pemitih menggunakan hak pitihnya Panitia Pemitihan meminta kepada 
masing-masing caton agar menugaskan kepada satah seorang pemitih untuk menjadi 
saksi datam perhitungan suara.

Pasa! 22
(1) Panitia Pemitihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang 

masuk, dihadapan saksi masing-masing caton.
(2) Setiap tembar surat suara ditetiti satu demi satu untuk mengetahui suara yang 

diberikan kepada caton dan kemudian Panitia Pemitihan membaca nama caton 
dan atau tanda gambar caton yang dicobtos.

Pasa! 23
(1) Surat suara dianggap tidak sah apabita :

a. Tidak memakai surat suara yang tetah ditentukan.
b. Tidak terdapat stempet Panitia dan tanda tangan Ketua Panitia Pemitihan.
c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukan identitas pemitih.
d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) caton.
e. Menentukan caton tain setain dari caton yang tetah ditentukan.
f. Mencobtos tidak pada tempat yang tetah ditentukan atau dituar kotak tanda 

gambar caton.
(2) Atasan-atasan yang menyebabkan surat suara tidak sah harus diumumkan 

kepada pemitih sebetum bertangsungnya petaksanaan pemitihan.
Bagian Keempat 

Penetapan Ca!on terpitih
Pasa! 24

(1) Caton yang memperoteh suara terbanyak dinyatakan sebagai caton terpitih.
(2) Caton terpitih sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan datam Berita Acara 

Pemitihan Kepata Desa seperti pada tampiran tt Perda tentang Desa
Pasa! 25

(1) Apabita setetah Perhitungan suara ternyata terdapat 2 (dua) orang caton atau 
tebih yang sama mendapatkan suara terbanyak, maka bagi caton yang 
mendapat suara yang sama Panitia Pemitihan mengadakan pemitihan utang.

(2) Pemitihan utang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditaksanakan setambat- 
tambatnya 30 ( tiga putuh ) hari sejak penanda tanganan Berita Acara Pemitihan.

(3) Apabita setetah pemitihan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasitnya 
tetap sama, maka BPD dapat mengambit kebijakan dengan musyawarah 
mufakat untuk menetapkan caton terpitih dari satah satu caton meendapatkan 
suara terbanyak yang sama.

(4) Apabita datam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasat ini 
tidak ada kata sepakat, maka penentuan dan penetapan caton terpitih di 
tetapkan dengan cara pemungutan suara secara tertutup oteh anggota BPD 
sendiri dan hasitnya dituangkan datam Berita Acara Penetapan Caton terpitih.

(5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasat ini dihadiri sekurang- 
kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumtah anggota BPD.

(6) Bentuk dan modet Berita Acara Panitia Pemitihan utang sebagaimana tersebut 
pada tampiran ttt Perda tentang Desa.

Pasa! 26
Pemitihan utang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditaksanakan sebagaimana 
petaksanaan Pemitihan Kepata Desa sebetumnya.



Pasa! 27
(1) Setetah perhitungan suara setesai, Panitia Pemitihan menyusun, menanda 

tangani dan membacakan Berita Acara Pemitihan dan tangsung menyerahkan 
kepada ketua BPD.

(2) BPD setetah menerima Berita acara Pemitihan dari Ketua Panitia Pemitihan 
menetapkan caton terpitih yang dinyatakan dengan Keputusan Badan 
Perwakitan Desa (BPD) yang disahkan oteh Bupati.

(3) Keputusan BPD yang di ajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan 
ditampiri dengan ketengkapan administrasi sesuai syarat pasat 8 ayat (1).

(4) Apabita caton terpitih tidak metengkapi ketengkapan administrasi sebagaimana 
dimaksud ayat (3), maka pengesahan dan petantikan yang bersangkutan betum 
ditaksanakan.

(5) Pengesahan caton terpitih sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan datam 
bentuk Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepata Desa 
terpilih menjadi Kepata Desa.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (5) terhitung sejak tanggal 
petantikan.

BAB !V
B!AYA PEMIUHAN KEPALA DESA 

Pasa!28
(1) Biaya pemitihan kepata desa bersumebrdari:

a. APBD Desa;
b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
c. Sumbangan yang tidak mengikat.

(2) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat(!) huruf c, adatah:
a. Bantuan dari anggota masyarakat desa yang bersangkutran;
b. Biaya pendaftaran dari caton kepata desa.

Pasa! 29
(1) Sebetum menentukan besarnya biaya pendaftaran caton kepata desa, panitia 

pemitihan kepata desa menyusun proposa) biaya petaksanakaan pitkades.
(2) Proposat biaya pitkades, sebagaimana dimaksud ayat(1) harus disetujui oteh 

Badan Permusyawaratan deasa dan diverifikasi oteh camat.
BAB V

PENGAWASAN DAN PENYELESA!AN SENGKETA PEM!L!HAN KEPALA DESA
Pasa! 30

(1) Panitia Pemitihan Kepata Desa datam metaksanakan tahapan pemitihan harus 
metaporkan hasitnya secara berjenjang kepada BPD, kemudian kepada Camat 
setanjutnya dikoordinasikan kepada BPMPD.

(2) Apabita ada yang keberatan dan masatah yang terjadi pada setiap tahapan, maka 
harus disetesaikan tertebih dahutu sebetum berpindah kepada tahapan berikutnya;

(3) Masa keberatan pada setiap tahapan pating tambat 2 (dua) jam setelah panitia 
mempetenokan tahapan dimaksud.

(4) Apabita setetah 2 (dua) Jam sebagaimana ayat (3) para pihak tidak ada yang 
keberatan, maka para pihak dianggap menerima hasi) pteno.

(5) Setiap penyetesaian masatah harus dibuatkan datam berita acara.
Pasa! 31

Apabita terjadi sengketa Hasit pemitihan kepata desa maka keberatan dapat diajukan 
kepada Bupati Muna pating tambat 2 (dua) hari setetah Caton Kepata Desa Terpitih 
ditetapkan oteh BPD berdasarkan taporan dan Berita Acara Pemitihan dari Panitia 
Pemitihan.

Pasa!32
Terhadap penyetesaian sengketa hasit pemitihan kepata desa sebagaimana pasal 30 
Bupati Muna membentuk Tim yang beranggotakan dari instansi terkait untuk 
mengidentifikasi, menetaah dan mengkaji sengketa dimaksud.



Pasa! 33
Tim sebagaimana pasa) 31 berdasarkan hasit identifikasi, tetaahan dan pengkajian 
terhadap permasatahan, dapat merekomendasikan kepada Bupati untuk memutuskan :
a. metaksanakan petantikan terhadap c t̂on kepata desa yang terpitih atau;
b. membatatkan hasit pemitihan dan memerintahkan panitia pemitihan untuk 

metaksanakan pemitihan utang.
BAB V!

KETENTUAN PENUTUP
Pasa! 34

Peraturan ini merupakan aturan dasar dan petunjuk petaksanaan bagai BPD maupun 
panitia pemitihan kepata desa datam penyusunan tata tertib pemitihan kepata desa dan 
pedoman datam petaksanaan pemitihan kepata desa.

Pasa! 35
Dengan bertakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Petunjuk Petaksanaan Tata Cara Pemitihan, Pencatonan, Pengangkatan dan 
PeSantikan KepaSa Desa dinyatakan tidak bertaku tagi.

Pasa! 36
Peraturan ini mufai bertaku pada tangga) diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya datam Berita Daerah.
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